GUBERNUR JAMBI
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR </ /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dipandang
perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat |
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
1058 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau
Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Ncyara
"""" 183, Tambahan

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor H398);

o
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang Aparatar
Sipl Negara (Lembaran Nepara Republik Indonesia T
2014 Nomor 6, Tambahan
Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014

ahun
Lembaran Negirn Republik

tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Nepara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambohan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor SH87) sehapaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351695);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5934),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 310);

tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pelabat
Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 161};

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Repubbk Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781}

Y L 2 » . ¥ .-
amn Negert Nomor 2

!
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menten
Negenn Nomor 35 Tahun 1997
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Bug: ik
Barang Daerah;
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA
dimaksud

KETIGA

13,

Pernturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009
tentang  Pokol-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Dacrah Provinst Jambn Tahun 2009 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2)
sebhapaimana  telah diubah dengan  Peraturan
Dacrah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor
2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerzh
Provinsi Jambi Nomor 15);

. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Nomor 17);

. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain (Berita Dacrah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 6j;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dengan susunan
anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.

Tim Penyelesaian Kerugian  Daerah sebagaimana

pada DIKTUM KESATU memiliki tugas dan wewenang

sebagai berikut :

a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian

daerah;

menghitung jumlah kerugian daerah; dan

d. mengiventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeni
bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat
dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kkerugian
daerah.

0

Tim Penyelesaian  Kerugian Daerah  sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan
tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil

Tarmhi melalii

pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jambdi melain
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
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KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2022.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal - - 2.
2022

GUBERNUR JAMBI,

et

Q/;,—-—}T.ﬂu,rmm o

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;

2. Inspektur Provinsi Jambi;

3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
4. Para Anggota Tim yang Bersangkutan.
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LAMPIRAN

ﬁgi}ggsm GUBERNUR JAMBI

TENTANG P /KEP/GUB/BPKPD/6.3/2022

DAERAH T EMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN

ATAU PEE&;QDAPPEGAWAINEGERIBU&MVBENDAHARA
LAIN: DI SKUNG sMERINTAH

PROVINSI JAMBI LINGKUNGAN ~PEM

SUSEgQN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
RI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

I. Ketua . Inspektur Provinsi Jambi

II. Sekretaris : Sckretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

II. Anggota : 1.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pe

Daerah Provinsi Jambi

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ]

Inspektur Pembantu [ Inspektorat Daerah Provinsi J ambi

Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Inspektur Pembantu 11 Inspektorat Daerah Provinsi J ambi

Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Provinsi J ambi

. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

9. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah

Provinsi Jambi

ndapatan
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GUBERNUR :

H. AL
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